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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 BLelrdasarkan pelmblahasan yang tellah di jellaskan di atas, pelnullis blisa 

melngamblil rangku lman blelrdasarkan pelrmasalahan yang tellah di angkat yaitul telrkait 

Lelgalitas Pelrkawinan BLelda Agama Di Lular Nelgelri Dan Akiblat Hu lkulmnya 

Melnulrult ULndang-ULndang Pelrkawinan No. 1 Tahuln 1974, antara lain: 

1. Menurut ULndang-ULndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang Pelrkawinan sebagai 

hukum positif yangl di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai 

pelrkawinan blelda agama. Pelrkawinan blelda agama yang dilangsulngkan blaik di 

lular nelgelri maulpuln di dalam nelgelri bisa dikatakan sebagai sulatu l blelntulk 

pelnyellulndulpan hulkulm. Namuln pada praktelknya, melrelka yang melakukan 

perkawinan b lelda agama yang disahkan dan dilegalisasi di lular nelgelri ulntulk 

mendapatkan pencatataan perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama 

yang dilakukan di luar negeri lalu kemudian dicatatkan di catatan sipil di dalam 

negeri untuk mendapatkan pelngakulan dari nelgara Indonelsia. Pelngakulan 

hulkulm telrselblult didapatkan delngan cara melncatatkan akta ataul blulkti 

pelrkawinan yang melrelka dapatkan dari lular nelgelri kel kantor catatan sipil di 

telmpat domisili pasangan yang blelrsangkultan, dan delngan pelncatatan telrselblult 

maka nelgara delngan ini tellah melngakuli blahwa pelrkawinan melrelka 

melmpulnyai kelkulatan hulkulm dan diakuli olelh nelgara. Namun pencatatan 

tersebut hanya sebuah tugas negara untuk mencatatkan setiap kejadian yang 

dilakukan oleh warga negaranya, ketentuan mengenai sah atau tidaknya 

perkawinan tersebut kembali lagi kepada agama dan kepercayaan masing-

masing. 

2. Kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama sangat 

bergantung kepada keabsahan perkawinan yang mereka di luar negeri. Apabila 

perkawinan yang mereka lakukan di luar negeri sah secara hukum, maka anak 
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yang lahir dari hasil pelrkawinan blelrblelda agama disebut sebagai anak sah. 

sebaliknyal, anak yang dilahirkan dari hasil pelrkawinan blelda agama yang tidak 

sah secara hukum maka kedudukannya sebagai anak di lular perkawinan. 

Meskipun anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama yang tidak sah 

dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan, ia tetap melmiliki hulblulngan pelrdata 

delngan ayah dan ibunya serta keluarganya. Hal telrselblult diatulr dalam Pasal 43 

ayat (1) ULndang-ULndang Nomor 1 Tahuln 1974 tentang Perkawinan pasca 

lahirnya putusan MK menegaskan blahwa anak yang lahir di lular pelrkawinan 

hanya melmpulnyai hulblulngan nasabl delngan ayah dan iblulnya serta kellu largalnya. 

5.2 Saran  

1. BLagi sellulrulh masyarakat Indonelsia, dalam mellakulkan pelrkawinan helndaknya 

lelblih melntaati pelratulran yang tellah diblelntulk dan diblelrlakulkan olelh pelmelrintah 

yaitul ULndang-ULndang Nomor 1 Tahuln 1974 Telntang Pelrkawinan. Pelratulran 

telrselblult diblelntulk yaitul delngan tuljulan ulntulk melindungi hak serta kewajiban 

masyarakat didepan hukum.  

2. Kelmuldian blagi pelmelrintah ataul instansi telrkait pelnyellelnggaraan pelncatatan 

pelrkawinan, helndaknya lelblih relsponsif lagi delngan masalah ini. Hendaknya 

diberikan kepastian hukum mengenai legalitas perkawinan beda agama, 

Pemerintah harus lebih peka dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya 

terutama tentang hukum yang berlaku harus sesuai dengan masyarakat 

Indonesia sekarang yang sudah berkembang. 
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